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Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Wajib Pajak membantah atau 
tidak sependapat atas isi yang tercantum dalam SPPT atau SKP yang diterbitkan 
karena tidak atau kurang sesuai dengan keadaan sebenarnya. Maksud dari 
Mekanisme pengajuan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah untuk 
melihat bagaimana prosedur melaksanakan pengajuan keberatan Pajak Bumi dan 
Bangunan.. Tujuan penulisan tugas akhir ini untuk mengetahui bagaimana 
mekanisme pengajuan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), berapa jumlah 
Wajib Pajak yang mengajukan keberatan PBB, faktor – faktor apa saja yang 
menyebabkan WP mengajukan keberatan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 
Pratama Pekanbaru Senapelan. Dalam penulisan tugas akhir ini menggunakan 
metode descriptive. Pengumpulan data yang digunakan yaitu interview dan 
dokumentasi. Berdasarkan analisis data tidak ada kasus pengajuan keberatan 
Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru 
Senapelan pada tahun 2017 sampai 2019, dan salah satu factor yang menyebabkan 
wajib pajak mengajukan keberatan adalah Wajib Pajak merasa SPPT/SKP tidak 
sesuai dengan keadaan sebenarnya. 
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1.1. Latar Belakang  
Struktur penerimaan perpajakan mempunyai peranan yang sangat penting 
dan merupakan komponen terbesar serta sumber utama penerimaan dalam negeri 
untuk menopang pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan 
nasional. Sumber penerimaan atau pendapatan negara dari sektor pajak adalah 
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang merupakan jenis pajak yang dipungut oleh 
pemerintah pusat yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen 
Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak yang secara keseluruhan hasil 
penerimaannya diserahkan kepada daerah. Dalam Anggaran Pendapatan Belanja 
Daerah (APBD) penerimaan PBB tersebut dimasukkan dalam kelompok 
Pemerintah Daerah dari hasil bagi pajak 
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan UndangUndang 
(yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) 
yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran 
umum (Mardiasmo, 2009: 1). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 
tentang perimbangan keuangan Pajak Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 
merupakan sumber pendapatan daerah, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 
(PBB) 90% yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan 10% diserahkan 
kepada Pemerintah Pusat. 
Subyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah orang atau badan yang 






bumi dan atau memiliki, menguasai, dan atau memperoleh manfaat atas 
bangunan. Sedangkan yang menjadi objek pajak adalah bumi atau bangunan. 
Pengertian bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang dibawahnya, 
sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan 
secara tetap dan atau perairan (Waluyo dan Ilyas,2009: 474).  
Konsep negara hukum atau negara rule of law, merupakan konsep yang 
paling ideal saat ini. Secara sederhana negara hukum dapat diartikan sebagai 
negara yang meletakkan hukum sebagai panglima dalam penyelenggaraan negara 
mengalahkan segala bentuk kekuasaan lainnya. Dalam negara hukum, hukum 
adalah suatu kekuasaan untuk setiap orang dan setiap jabatan dalam negara harus 
tunduk pada hukum. 
Negara hukum adalah negara berdasarkan pada hukum dan menjamin 
keadilan bagi seluruh rakyatnya. Segala tindakan alat-alat perlengkapan negara 
atau penguasa semata-mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh 
hukum, karena selalu ada pihak-pihak, baik penyelenggara negara maupun rakyat 
yang melanggar ketentuan hukum, maka eksistensi lembaga-lembaga penegak 
hukum menjadi sangat penting dalam negara hukum. 
Salah satu lembaga-lembaga penegak hukum tersebut adalah lembaga 
peradilan pajak. Peradilan bertujuan untuk penyelesaian sengketa administrasi 
pajak, misalnya karena ketidakcocokan tentang besar utang pajak. Peradilan di 
bidang perpajakan lebih tertuju pada mekanisme pemberian keadilan dalam 
kaitannya dengan penyelesaian sengketa pajak yang dilakukan melalui lembaga 





Keberatan merupakan peradilan administrasi tidak murni atau peradilan 
doleansi. Dalam arti yang lebih luas, keberatan merupakan upaya hukum yang 
diajukan Wajib Pajak (WP) sebagai akibat dari adanya perbedaan penafsiran dan 
pendirian mengenai ketentuan hukum tertentu di bidang perpajakan terhadap 
suatu kasus tertentu antara Wajib Pajak (WP) dengan fiskus (Direktorat Jendral 
Pajak).  
Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengangkat judul “Mekanisme 
Pengajuan Keberatan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Oleh Wajib Pajak 
(WP) Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Senapelan”. 
 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka dapat 
diambilrumusan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana mekanisme pengajuan keberatan Pajak Bumi dan Bangunan 
(PBB) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Senapelan ? 
2. Berapa jumlah Wajib Pajak (WP) yang mengajukan keberatanPajak Bumi 
dan Bangunan (PBB) pada tahun 2017-2019di Kantor Pelayanan Pajak 
(KPP) Pratama Pekanbaru Senapelan ? 
3. Faktor apa saja yang menyebabkan Wajib Pajak (WP) mengajukan 
keberatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kantor Pelayanan Pajak 






1.3. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain : 
1. Untuk mengetahui mekanisme pengajuan keberatan Pajak Bumi dan 
Bangunan (PBB) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru 
Senapelan. 
2. Untuk mengetahui jumlah Wajib Pajak (WP) yang mengajukan keberatan 
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 
Pratama Pekanbaru Senapelan. 
3. Untuk mengetahui faktor penyebab Wajib Pajak (WP) mengajukan 
keberatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kantor Pelayanan Pajak 
(KPP) Pratama Pekanbaru Senapelan. 
 
1.4. Manfaat Penelitian 
Beberapa manfaat dari penelitian ini adalah: 
1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Senapelan. 
Diharapkan dapat memberi masukan guna meningkatkan mutu serta 
pelayanan terhadap Wajib Pajak (WP) khususnya di bidang keberatan. 
2. Bagi Penulis 
Dapat menambah dan memperluas wawasan atau pengetahuan 
tentangpelaksanaan dan mengetahui mekanisme pengajuan keberatan 
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 






3. Bagi Penulis Lain 
Dapat digunakan sebagai acuan dalam penulisan tugas akhir di 
masa yang akan datang 
 
1.5. Metode Penelitian 
1. Lokasi Penelitian 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan beralamat di 
Jalan Jendral Sudirman No. 247, Simpang Empat Kec. Pekanbaru Kota, 
Kota Pekanbaru, 28116. 
 
2. Waktu Penelitian  
  Penelitian ini dilakukan pada bulan September2020 sampai 
Desember 2020. 
3. Jenis dan Sumber Data 
a. Data primer 
Menurut (Sugiyono 2012 : 139) data primer  adalah data yang 
langsung memberikan data kepada pengumpul data diperoleh atau 
dikumpulkan langsung di lapangan oleh penulis secara langsung. Data 
primer didapat dari sumber informan melalui wawancara. Mengajukan 
wawancara tersebut kepada pegawai KPP Pratama Pekanbaru 
Senapelan yang berkaitan dengan masalah penulisan Tugas Akhir. 
b. Data sekunder 
Data Sekunder adalah data yang data yang mengacu pada 





dalam bentuk catatan, dokumentasi instansi, situs web, media, buku-
buku, dan seterusnya yang terkait dengan masalah penulisan Tugas 
Akhir. (Uma Sekaran, 2011:176). 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data yang akan dilakukan penulis masih berdasarkan 
prosedur yang ditetapkan, yaitu dengan cara memaparkan hal-hal yang 
akan dibawakan. Untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan 
penulis menggunakan 4 teknik pengumpulan data, yaitu 
a. Wawancara/Interview 
Dalam pengumpulan data, penulis melakukan wawancara dan 
tanya jawab sebagai suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan 
informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan –
pertanyaan pada para responden. Wawancara bermakna berhadapan 
langsung antara interview dengan responden, dan kegiatan lainnya 
dilakukan secara lisan. (P. Joko Subagoyo, 2011:39). 
b. Dokumentasi 
Menurut (Sugiyono, 2015 :329) Dokumentasi adalah Suatu 
cara yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi dalam 
bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka, dan gambar yang berupa 







1.6. Sistematika Penulisan  
Sistematika tugas akhir merupakan garis besar penyusunan yang bertujuan 
untuk mempermudah jalan pikiran dalam memahami keseluruhan tugas akhir 
yaitu sebagai berikut : 
 
BAB I :  PENDAHULUAN 
  Bab ini merupakan bab yang berisi latar belakang, perumusan 
masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan 
sistematika penulisan. 
BAB II  :  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
  Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian yang 
meliputi sejarah singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru 
Senapelan, Visi dan Misi, serta struktur organisasi. 
BAB III  :  TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK 
  Penulis menguraikan gambaran data dan mengenai mengenai 
efektivitas jurusita dalam meningkatkan penerimaan penagihan pajak 
di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan 
BAB IV  :  PENUTUP 
  Bab ini merupakan penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan 










GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA 
PEKANBARU SENAPELAN 
 
2.1. Sejarah Berdirinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru 
Senapelan 
Sejak tahun 1983 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah berinisiatif 
melakukan reformasi di bidang Administrasi Perpajakan untuk meningkatkan 
kepercayaan wajib pajak melalui pemberian pelayanan yang berkualitas. Hal ini 
ditandai dengan reforamasi di bidang peraturan per Undang - undangan dengan 
menerapkan Self Assasment System serta perubahan struktur organisasi yang 
lebih mengutamakan aspek pelayanan kepada wajib pajak, dimulai dengan 
perubahan perubahan Kantor Inspeksi Pajak menjadi Kantor Pelayanan Pajak 
(KPP) 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan berdiri pada tahun 
2008 yang mana dahulunya nama kantor ini adalah Kantor Pelayanan Pajak 
Pekanbaru. Pembentukan Kanwil DJP Riau dan Kepri di awali dengan 
dibentuknya Kanwil XIX DJP Berdasarkan Keputusan Mentri Keuangan No 
65/KMK.01/2002 tanggal 27 februari 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar dan Kantor pelayan 
Pajak dan Wajib Pajak Besar. Kemudian berdasarkan Keputusan Mentri 
Keuangan NO 587/KMK.01/2003 tanggal 31 desember 2003 Kanwil XIX DJP 







Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan memiliki wilayah 




4. Kecamtan Lima Puluh Kota 
5. KecamatanRumbai 
6. Kecamatan RumbaiPesisir 
7. Kecamatan TenayanRaya 
 
2.2. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan 
1. Visi Kantor Pelayanan Pajak Pratama PekanbaruSenapelan 
“Menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem 
manajemen perpajakan kelas dunia yang dibanggakan masyarakat” 
2. Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan 
“Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak dan mampu 
menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah bedasarkan undang- 
undang perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisien yangtinggi” 
 
2.3. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru 
Senapelan 
Struktur Organisasi adalah suatu bagan yang menggambarkan secara 
sistematis mengenai penetapan, tugas-tugas, fungsi, wewenang, serta tanggung 





















untuk membina keharmonisasian kerja agar pekerjaan dapat dikerjakan dengan 
teratur dan baik untuk tujuan yang diinginkan  secara maksimal. 



























2.4. Uraian Tugas Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pekanbaru Senapelan 
Adapun tugas pokok pada masing-masing bagian pada Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan adalah sebagai berikut : 
1. Kepala Kantor 
Pemimpin serta penanggung jawab secara keseluruhan di semua 
bagian atau bidang, memberikan motivasi, semangat, pembinaan, 
pengawasan, serta kebijaksanaan kepada semua seksi supaya terbentuknya 
kerjasama yang efisien dalam tim dan tercapainya tujauan kerja. 
2. Sub BagianUmum 
a. Pelayanan dan kesekretariatan terutama dalma hal pengaturan kegiatan 
usaha dan kepegawaian. 
b. Melakukan urusan keuangan 
c. Melakukan urusan rumah tangga serta perlengkapan 
3. Seksi Pelayanan 
a. Penetapan dan penerbiatan produk hukum perpajakan 
b. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan 
c. Penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan dan surat-surat 
lainnya 





e. Pelaksanaan regristasi wajib pajak 
f. Kerja sama perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku 
4. Seksi Pengolahan Data danInformasi 
a. Pengumpulan data 






2.4 Uraian Tugas Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pekanbaru 
Senapelan 
Adapun tugas pokok pada masing-masing bagian pada Kantor Pelayanan 
Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan adalah sebagai berikut : 
1. Kepala Kantor 
Pemimpin serta penanggung jawab secara keseluruhan di semua 
bagian atau bidang, memberikan motivasi, semangat, pembinaan, 
pengawasan, serta kebijaksanaan kepada semua seksi supaya terbentuknya 
kerjasama yang efisien dalam tim dan tercapainya tujauan kerja. 
2. Sub BagianUmum 
a. Pelayanan dan kesekretariatan terutama dalma hal pengaturan kegiatan 
usaha dan kepegawaian. 
b. Melakukan urusan keuangan 
c. Melakukan urusan rumah tangga serta perlengkapan 
3. Seksi Pelayanan 
a. Penetapan dan penerbiatan produk hukum perpajakan 
b. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan 
c. Penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan dan surat-surat 
lainnya 
d. Penyuluhan perpajakan 
e. Pelaksanaan regristasi wajib pajak 
f. Kerja sama perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku 
4. Seksi Pengolahan Data danInformasi 
a. Pengumpulan data 





c. Penyajian informasi perpajakan 
d. Perekaman dokumen perpajakan 
e. Urusan tata usaha penerimaan perpajakan 
f. Pengalokasian penatusahaan bagi hasil pajak bumi dan bangunan 
(PBB) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) 
g. Pelayanan dukungan teknis komputer 
h. Pemantauan aplikasi e-SPT dane-filing 
i. Penyiapan laporan kerja 
5. Seksi Ekstensifikasi 
a. Pelaksanaan dan penatausahaan pengamatan potensi perpajakan 
b. Pendataan objek pajak 
c. Penilaian objek pajak 
d. Kegiatan ekstensifikasi perpajakan sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku 
6. Seksi Penagihan 
a. Pelaksanaan penatausahaan penagihan aktif 
b. Penagihan piutang pajak 
c. Penundaan dan pengangsuran tunggakan pajak 
d. Usulan penghapusan piutang pajak sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 
7. Seksi Pemeriksaan 
a. Pelaksanaan penyusunan rencana pemeriksaan 





c. Penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak 
d. Administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya 
8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi 
a. Melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak 
yaitu PPH, PPN, PBB, BPHTB, dan pajak lainnya 
b. Bimbingan dan himbauan kepada wajib pajak 
c. Penyusunan profil wajib pajak 
d. Analisa kerja wajib pajak 







4.1 Kesimpulan  
Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, 
didapatkan kesimpulan: 
1. Mekanisme pengajuan keberatan pajak bumi dan bangunan di kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan dilakukan berdasarkan 
Peraturan Direktur Jendral pajak Nomor PER 49-/PJ./2009. Tentang Tata 
Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan. 
2. Pada tahun 2017 sampai 2019 terdapat 16 kasus pengajuan keberatan 
Pajak Bumi dan Bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanaru 
Senapelan. 
3. Faktor-faktor penyebab keberatan PBB adalah Wajib Pajak merasa 
SPPT/SKP tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, mengenai luas, 
klasifikasi atau pengenaan objek pajak bumi dan bangunan dan perbedaan 
penafsiran Undang-Undang antara Wajib Pajak dan Fiskus mengenai 
penetapan Subyek Pajak sebagai Wajib Pajak dan Objek Pajak yang tidak 
dikenakan Pajak Bumi danBangunan. 
 
4.2 Saran 
1. Pihak KPP Pratama Pekanbaru Senapelan bisa mengadakan sosialisasi 
tentang Pajak Bumi dan Bangunan khususnya masalah keberatan PBB, 






penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan atauSurat Ketetapan 
Pajak Bumi dan Bangunan. 
2. Sebelum mengajukan permohonan keberatan PBB Wajib Pajak harus 
menyertakan dokumen-dokumen yang lengkap supaya tidak dikembalikan 
lagi, WP bisa bertanya terlebih dahulu kepada staff KPP 
PratamaSenapelan. 
3. Sebagian besar pengajuan keberatan PBB dikarenakan kesalahan luas, 
kelas bumi dan bangunan. Seharusnya antara fiskus dengan aparat desa 
dan Wajib Pajak harus bekerja sama dalam pendataan tanah atau bangunan 
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Lampiran     1 
 
HASIL WAWANCARA DENGAN PEGAWAI KPP SENAPELAN 
Hari / Tanggal  : 19 Oktober 2020 
Jam    : 10.00 Wib 
Narasumber  : Sunardi Gitosumarto 
 
1. Bagaimana mekanisme pengajuan keberatan pajak bumi dan bangunan di 
KPPPratama Pekanbaru Senapelan? 
Mekanisme pengajuan keberatan pajak bumi dan bangunan di Kantor 
Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan dilakukan berdasarkan 
Peraturan Direktur Jendral pajak Nomor PER 49-/PJ./2009. Tentang Tata Cara 
Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan. 
1) Wajib pajak hanya mengajukan keberatan hanya kepada DJP atas suatu : 
1. SKP  
2. SPPT 
Keberatan terhadap SPPT dan SKP diajukan masing- masing dalam suatu  tersendiri 
untuk tiap tahun pajak 
2) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan atas SPPT dan SKP dalam hal: 
1. Wajib pajak menganggap luas obyek bumi atau bangunan, klasifikasi 
obyek PBB atau pengenaan nilai jual obyek bumi atau bangunan tidak 
sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 
2. Terdapat perbedaan penafsiran undang-undang dan perundang-undangan 
antara wajib pajak dengan fiskus. 




3) Keberatan diajukan tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia kepada 
kepala kantor kepala kantor pajak pelayanan pajak bumi dan bangunan 
yang menerbitkan SPPT dan SKP dengan menyatakan alasan denganjelas. 
4) Keberatan harus diajaukan dalam jangka waktu 3 bulan sejak tanggal 
diterimanya SPPT atau SKP oleh wajib pajak. 
5) Tanda terima surat keberatan yang diberikan oleh kantor pelayanan pajak 
bumi dan bangunan atau tanda pengiriman surat keberatan melalui pos 
tercatat merupakan tanda bukti penerimaan surat keberatan tersebut bagi 
kepentingan wajibpajak. 
6) Apabila diminta oleh wajib pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, 
Ditjen Pajak wajib memberikan secara terlulis hal-hal yang menjadi dasar 
pengenaan pajak. 
7) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayarpajak. 
8) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak dalam jangka waktu 
paling lama 12 bulan sejak surat keberatan diterima, harus memberikan 
keputusan ataskeberatan. 
9) Sebelum surat keputusan diterbitkan, wajib pajak dapat menyampaikan 
alasan tambahan atau penjelasantertulis. 
10) Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau Kepala 
Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan atas keberatan dapat berupa: 




3. Menerima seluruh atau sebagian, 
4. Menambah besarnya pajakterutang. 
11)  Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas ketetapan sebagaimana 
dalam SKP, wajib pajak bersangkutan harus dapat membuktikan ketidak 
benaran ketetapan pajaktersebut. 
12) Apabila dalam waktu 12 bulan telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak 
tidak memberikan suatu keputusan, maka keberatan tersebut 
dianggapditerima. 
1. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya keberatan pajak bumi dan 
bangunan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan? 
Faktor-faktor penyebab keberatan PBB adalah Wajib Pajak merasa 
SPPT/SKP tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, mengenai luas, 
klasifikasi atau pengenaan objek pajak bumi dan bangunan dan 
perbedaan penafsiran Undang-Undang antara Wajib Pajak dan Fiskus 
mengenai penetapan Subyek Pajak sebagai Wajib Pajak dan Objek 
Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi danBangunan. 
2. Faktor apa saja yang menyebabkan pengajuan keberatan PBB di Kantor 
Pelayanan Pajak  Pratama Pekanbaru Senapelan, diterima sebagian, ditolak 
atau menambah pajak terutangnya? 
Faktor-faktor yang menyebabkan pengajuan keberatan PBB diterima 
sebagian, ditolak atau menambah pajak terutang, yaitu surat keberatan 
diajukan beralasan atau tidak, hasil penelitian pemeriksaan administrasi 
dan atau verifikasi lapangan menunjukan hal – hal yang sesuai dengan 
 
 
alasan – alasan permohonan keberatan atau tidak, dan wajib pajak dapat 
membuktikan ketidakbenaran surat ketetapan pajak secara jabatan atau 
tidak. 
3. Bagaimana dampak pengajuan  keberatan PBB oleh wajib pajak terhadap 
penerimaan di Kantor Pelayan Pajak Pratama Pekanbaru Senapelan? 
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